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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam
perkara Cerai Gugat antara:
#namapenggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu
rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut
Penggugat;
melawan,
#namatergugat, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat
kediaman di Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
Telah mendengar keterangan Penggugat.
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Januari
2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin
tanggal 03 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Sgm telah
mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan
pernikahan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan
tanggal 3 Safar 1442 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Somba Opu, Kabupaten Gowa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0651/062/1X/2020,
tanggal 21 September 2020.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal
bersama di tempat kediaman Tergugat di Kecamatan Binamu (Jeneponto) dan
terakhir tinggal bersama di tempat kediaman Penggugat di Kecamatan Somba Opu

(Gowa).
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3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum

dikaruniai anak.

4. Bahwa sejak bulan Maret 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan
Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Intan yang diketahui Penggugat
melalui keluarga Tergugat bahkan dari pengakuan Tergugat sendiri.

6. Bahwa pada bulan Mei 2021, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama dan membawa semua pakaian Tergugat yang pada saat itu,
Penggugat masih tidur dan sejak saat itu, Tergugat memblokir nomor handphone
Penggugat sehingga Penggugat sulit untuk menghubungi Tergugat yang pada
akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai
sekarang sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan.

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain bahkan
Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada
Penggugat.

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil.

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah
tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena
kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan
tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri
perkawinan ini dengan perceraian.

10.Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara

ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:
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“1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (#namatergugat) terhadap
Penggugat (#namapenggugat).

3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan
yang berlaku.

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka
sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa
hukumnya karena menurut reelas panggilan yang bersangkutan tidak jelas alamatnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut
perkaranya dan mengatakan mencabut perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Sgm
dikarenakan Tergugat tidak jelas alamatnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana
telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap ke di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka
sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa
hukumnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan
permohonan pencabutan permohonannya dikarenakan Tergugat tidak jelas alamatnya.

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut
dilakukan sebelum memasuki tahap pemeriksaan perkara dan pencabutan tersebut
tidak bertentangan dengan Pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan dapat

dikabulkan, oleh karenanya perkara tersebut harus dianggap telah selesai.
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Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka

berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak
termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.
Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan
yang bersangkutan dengan perkara ini.
MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Sgm dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada
hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir
1443 H, oleh kami Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.
Kasang, M.H. dan Ruhana Faried, S.H.l., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan
dibantu oleh Dra. Jasrawati, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

Drs. Kasang, M.H. Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H

Ruhana Faried, S.H.l., M.H.I.
PANITERA PENGGANT]I,

Dra. Jasrawati
Perincian Biaya :
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Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses :Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 220.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
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